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HENDRA SATYA AJI SAPUTRA, 5118500274, PERBANDINGAN 
PENGATURAN BATAS USIA ANAK DALAM TINDAK PIDANA  
 
Anak sebagai bagian dari modal pembangunan nantinya mengembangkan, 
mempertahankan, serta memelihara hasil dari pembangunan. Sehingga anak 
membutuhkan perlindungan selaku penjamin dari perkembangan serta 
pertumbuhan mental, fisik, serta sosial mereka seutuhnya secara seimbang serta 
serasi. Posisi anak pada hukum yakni selaku subjek yang ditetapkan dari sistem 
serta bentuk terhadap anak selaku anggota masyarakat serta tergolong di bawah 
umur ataupun tidak mampu. Banyak fenomena dimana seorang anak kecil 
tertahan serta dituduh seperti seorang terpidana hebat hanya dikarenakan tindakan 
sepele.  
Penelitian ini mempergunakan metode library research, dimana peneliti 
memperoleh data melalui penelitian serta studi kepustakaan pada beragam buku 
yang berhubungan pada masalah penelitian. Analisis yang peneliti pergunakan 
yakni deskriptif dimana dimanfaatkan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta 
menilai data.  
Hasil yang diperoleh yakni secara jelas batasan usia dari anak serta 
pertanggungjawaban dari pidana yakni di bawah 15 ataupun 18 tahun dalam 
hukum Islam, serta bila tindakan dari anak terkait bisa dikategorikan bertentangan 
pada hukum. Sehingga tindakan pelanggaran hukum dari anak dapat dikenai 
hukuman ataupun dapat diampuni, namun hukuman tersebut merupakan hukuman 
ta’zir, bukan hukuman pokok. Sementara itu usia anak pada hukum positif yakni 
belum mencapai 18 tahun serta belum pernah menikah, dimana seluruh tindakan 
dari anak yang bertentangan pada hukum akan dikenai hukuman, namun dengan 
hukuman maksimal yang hanya separuh dari hukuman untuk individu yang telah 
dewasa, untuk kurungan ataupun penjara paling berat yakni 10 tahun, sementara 














HENDRA SATYA AJI SAPUTRA, 5118500274, COMPARISON OF CHILD 
AGE LIMIT SETTINGS IN CRIMINAL ACTS 
 
Children as part of development capital that will maintain, maintain and 
develop existing development results. Therefore, children need protection in order 
to ensure the growth and physical, mental and social development as a whole, 
harmonious and balanced. The position of the child in law is as a subject of law 
determined by the form and system against the child as a group of society and 
classified as unable or underage. Many phenomena of a minor sitting on the bench 
of the accused and detained like a big criminal just because of trivial matters.  
This research method includes the type of library research research, 
collecting data through studies and literature research on books related to the 
problems studied. In analyzing this study, using descriptive methods that seek to 
describe, analyze and assess related data 
The results of this study are the age limit of the child and the criminal 
liability becomes clear, namely in Islamic law, the age limit of the child is under 
the age of 15 or 18 years and the child's actions can be considered against the law, 
only the circumstances can affect liability. So that unlawful acts by children can 
be forgiven or can be punished, but not the main punishment but the punishment 
of ta'zir. While in the positive law the age limit of the child is 18 but has not 
reached the age of 18 years and has never married and all acts of children who 
violate the law can be punished but the maximum penalty is half of the adult 
sentence, for imprisonment or maximum imprisonment of 10 years, life 
imprisonment and death penalty does not apply to children.  
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Kemajaun budaya dan iptek dalam era Industri 4.0 mengakibatkan 
perilaku dari individu dalam bernegara maupun bermasyarakat menjadi 
lebih kompleks dan bahkan multikomplek. Bila perilaku tersebut ditinjau 
melalui sisi hukum, akan terdapat perilaku yang bisa dikelompokkan sejalan 
pada norma serta yang tidak sejalan pada norma. Adapun perilaku yang 
tidak sejalan pada norma umumnya bisa menyebabkan kerugian pada 
masyarakat serta bisa menyebabkan masalah di bidang hukum
1
.  
Berkaitan pada hal tersebut, adapun contoh dari masalah krusial yang 
memperoleh perhatian besar pada hukum pidana yakni hukuman. Terdapat 
perbedaan dalam hukum pidana positif dimana meliputi tujuan hukum 
pidana pada satu sisi serta tujuan hukuman pada sisi lainnya, sebab 
tujuannya hukum pidana juga tujuan dari penetapan sebuah peraturan 
hukum yaitu memberikan perlindungan untuk masyarakat dari tindak 
pidana
2
. Sementara tujuannya hukuman yakni memberi bimbingan serta 
pembinaan, dimana hingga kini tujuan tersebut masih kerap didebatkan serta 
terdapat bermacam pandangan juga yang mendasarinya melalui sejumlah 
teori yang ada.  
                                                 
1
 Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, cet. ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1. 
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Banyak dari individu dewasa mengeluhkan bahwasanya generasi 
muda saat ini tidak mempunyai sopan santun, berakhlak buruk, serta berani 
pada orang tua. Setelah diamati didapati bahwasanya faktor pokok yang 
menyebabkan perilaku tersebut yakni dikarenakan kelalaian orang tua dalam 
mengajarkan pendidikan serta pengetahuan Islam pada anaknya. Sebaliknya 
didikan dari orang tua cenderung menganut ajaran maupun gaya hidup dari 
barat serta mendidik anak mereka pada lingkungan yang kurang Islami
3
.  
Anak yang tidak ataupun kurang mendapatkan perhatian secara sosial, 
fisik, serta mental akan cenderung bertindak serta berperilaku asosial 
maupun antisosial yang tentu merugikan masyarakat, keluarga, serta 
tentunya diri sendiri. Sehingga termasuk dalam pertimbangan Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 dijelaskan: “bahwa anak adalah bagian dari 
generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan 
potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan 
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan 
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan 
fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang”
4
.  
Anak di hadapannya hukum berkedudukan selaku subjek hukum 
dimana ditetapkan melalui system serta bentuk terhadap anak selaku 
anggota masyarakat serta termasuk di bawah umur ataupun tidak mampu. 
Adapun dikatakan tidak mampu menurut Undang-undang dikarenakan fisik 
serta akal masih dalam pertumbuhan.  
                                                 
3
 Maulana Musa Ahmad, 2006, Mendidik Anak Secara Islami, cet. ke 4, Yogyakarta: Ash-shaff, 
hlm. 5-6. 
4




Anak tidak bisa dikenai hukuman had dikarenakan tindak pidana yang 
ia lakukan, dikarenakan tidak terdapat tanggung jawab maupun beban untuk 
seseorang yang belum menginjak dewasa, qadhi hanya mempunyai hal 
untuk memberikan teguran pada kesalahan ataupun memberikan batasan 




Permasalahan terkait batasan umur diantara anak serta dewasa 
termasuk permasalahan yang bisa dikatakan kompleks. Penggolongan usia 
ini merupakan penentu dari bisa maupun tidak seorang individu dimintai 
pertanggungjawaban maupun diberikan hukuman. Klasifikasi secara umum 
yang ditekankan pada permasalahan ini merupakan kedewasaan, meskipun 
antar orang tentunya mempunyai kedewasaan yang beragam, tetapi di 
hadapan hukum klasifikasi tersebut akan seragam
6
, dikarenakan berkaitan 
pada keputusan akhir yang hakim akan capai dalam menentukan sebuah 
perkara. Sedangkan hingga saat ini terdapat beragam kasus dimana anak 
kecil dibawah batasan usia terduduk pada bangku ditahan serta dituduh 
selayaknya terpidana besar dikarenakan sebuah perkara yang bisa dikatakan 
sepele.  
Tindakan pelanggaran hukum serta penyimpangan perilaku yang 
kerap dilaksanakan anak pada dasarnya diakibatkan dari sejumlah faktor 
yang meliputi:  
                                                 
5
 Abdurrahman I Doi, 1992, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, alih bahasa Sulaiman Rasjid, 
Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 16. 
6
 E. Sumaryono, 1985, Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum, Yogyakarta: 




1. Arus globalisasi dalam sektor komunikasi serta informasi  
2. Terdapatnya pengaruh buruk cepatnya perkembangan 
pembangunan 
3. Perubahan cara serat gaya hidup dari sejumlah orang tua  
4. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi  
Anak yang tidak mendapat ataupun kurang mendapat asuhan, kasih 
sayang, pembinaan, serta bimbingan untuk mengembangkan perilaku, sikap, 
serta adaptasi diri cenderung mudah terbawa pada pergaulan dari 
lingkungan serta masyarakat yang tidak sehat. Meskipun anak sudah bisa 
dengan sendiri menentukan tindakan yang akan ia ambil berdasar pada 
kehendak, perasaan, serta pikirannya, namun anak tetapi bisa dengan mudah 
terpengaruh oleh kondisi di sekitar. Sehinga orang tua serta masyarakat 
sekitar dalam menangani anak nakal diharuskan memegang tanggung jawab 
lebih akan pengembangan, pendidikan, serta pembinaan pada perilaku dari 
anak itu.  
Berpatokan pada sifat serta ciri yang khas, ketikan memberikan 
penjatuhan tindakan ataupun pidana pada terpidana anak, perlu diusahakan 
supaya anak tersebut tidak terpisah dari orang tua. Keterkaitan dari anak 
pada orang tua termasuk hubungan hakiki, mulai dari hubungan spiritual 
maupun psikologi. Jika hubungan anak serta orang tua tidak harmonis 
ataupun dikarenakan tindak pidana dari anak yang membuatnya terpaksa 




pemisahan tersebut bisa mempengaruhi perkembangan serta pertumbuhan 
dari anak. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berpatokan pada penjabaran latar belakang tersebut, bisa diperoleh rumusan 
masalah yang hendak dibahas berupa: 
1. Bagaimana batas usia anak dapat di pidana menurut hukum Islam dan 
undang-undang peradilan anak?  
2. Bagaimana ancaman pidana dan tanggungjawab bagi anak yang 
melakukan tindak pidana dalam hukum islam dan undang-undang 
peradilan anak?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Ada pula tujuannya pelaksanaan penelitian ini meliputi:  
1. Untuk mengetahui batas usia anak dapat di pidana menurut hukum 
Islam dan undang-undang peradilan anak. 
2. Untuk mengetahui dan mengkaji ancaman pidana dan tanggungjawab 
bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum islam dan 








D. Manfaat Penelitian 
Peneliti mengharapkan bahwasanya melaui aktivitas penelitian ini, 
bisa diperoleh beragam manfaat berupa:  
1. Manfaat Teoritis  
Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberi 
kontribusi unruk pengembangan hukum Islam dan undang-undang 
peradilan anak, terutama yang berhubungan pada batasan usia anak 
beserta pertanggungjawaban dari pidana anak. 
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada bagi 
perkembangan hukum dan memberi kesadaran pada masyarakat 
terkait tanggung jawab dalam memelihara anak selaku generasi yang 
nantinya akan meneruskan bangsa.  
 
E. Tinjauan Pustaka 
Berikut penulis ilustrasikan/deskripsikan sejumlah penelitian terkait 
pada tema penelitian yang peneliti laksanakan sebagai berikur :  
Penelitian Badruzzaman dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 
terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak”. Adapun pada 
penelitian ini dijelaskan terkait sistem pemidanaan serat penjatuhan sanksi 
anak nakal pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 




Laily Dyah Rejeki dengan judul “Kenakalan Anak dalam Kaitannya dengan 
Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” 
menguraikan tentang kenakalan anak dalam kaitannya dengan 
pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif dan hukum Islam. 
Ahmad Wardi Muslich dengan judul “Pengantar dan Asas Hukum 
Pidana Islam Fikih Jinayah” dimana menjabarkan tentang permasalahan 
yang berkaitan dengan hukuman dalam tindak pidana
7
.Wagiati Sutedjo yang 
berjudul “Hukum Pidana Anak” menjelaskan pengaturan hukum anak pada 
beragam tingkatan perundang-undangan. Dan buku Undang-Undang 
Peradilan Anak yakni undang-undang no. 3 tahun 1997
8
. Kartini Kartono 
yang berjudul “Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja”
9
 dan bukunya Aat 
Syafaat, Sohari Sahrani, dan Muslih yang berjudul “Peranan Pendidikan 




Pada tulisan sebelumnya, keduanya merupakan tulisan yang lebih 
menguraikan tentang sistem pemidanaan anak serta menguraikan pemberian 
sanksi pada anak nakal. Sedangkan pada skripsi yang disusun ini, lebih 
menitikberatkan bahasan pada batasan usia anak yang bisa dipidanakan 
berdasar pada hukum islam serta undang-undang peradilan anak. 
 
                                                 
7
 Ahmad Wardi Muslich, 2006, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, cet. ke-2, 
Jakarta: Sinar Grafika. 
8
 Wagiati Sutedjo, 2008. Hukum Pidana Anak, cet. ke-2, Bandung: Refika Aditama. 
9
 Kartini Kartono, 1992, Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja, Jakarta: Rajawali. 
10
 Aat Syafaat, Sohari Sahrani, dan Muslih, 2008. Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam 




F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang diterapkan yakni normative yuridis, 
dimana mengkaji permasalahan batasans usia anak, ketentuan pidana 
beserta pertanggungjawabannya berdasar pada peraturan hukum 
undang-undang peradilan anak serat berdasarkan juga pada peraturan 
Hukum Islam.  
Adapun jenis penelitian yang diterapkan yakni library research 
ataupun penelitian kepustakaan, dimana dilaksanakan melalui 
melaksanakan telaah serta kajian pada beragam dokumen yang 
berwujud tulisan maupun buku yang berhubungan pada pembahasan 
terkait usia anak dan ketentuan pidana anak dalam Hukum Pidana 
Islam serta undang-undang peradilan anak.
 11
.  
2. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis 
yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum 
positif yang menyangkut permasalahan di atas.
12
 Metode deskriptif 
analitis bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa yang 
terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang 
ada secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan 
                                                 
11
 Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007,  hlm 38,  
12








3. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder 
diperoleh dari undang-undang, buku-buku, sumber internet, dan lain-
lainnya. Dalam penelitian yang dijadikan sumber data yang dapat 
digunakan untuk melakukan penelitian, yaitu sumber data sekunder 
yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier.  
a) Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mendasar dan 
utama yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan 
yang berlaku, sehubungan dengan ini bahan hukum primer. 
b) Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi 
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu 
proses analisis,  
c) Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal 
dari kamus bahasa hukum dan ensiklopedi.  
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4. Metode Pengumpulan Data  
Jenis penelitian ini adalah library research, maka pada tahap 
pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka
14
 tentang batas 
usia anak, ketentuan pidana dan pertanggungjawaban pidananya. 
Undang-undang peradilan anak dan Hukum Islam yang relevan dan 
representatif. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah al-
Qur’an dan al-Hadits yang merupakan sumber Hukum Islam, dan 
beberapa buku peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
anak. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan 
pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai batas usia 
anak dan pertanggungjawaban pidananya baik menurut hukum islam 
maupun undang-undang peradilan anak 
15
.  
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah 
dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah 
analisis kualitatif dan digunakan dengan cara mengurai data yang 
telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran 
kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian 
atau pemahaman. Persamaan pendapat dan perbedaan pendapat 
mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum 
sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tujuan analisa 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan hukum ini terbagi 
dalam empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan antara 
satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, sistematika penulisan 
skripsi diuraikan sebagai berikut: 
BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang 
bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan tinjauan pustaka, metode penelitian 
dan sistematika penulisan.  
BAB II menguraikan telaah tentang tinjauan umum tentang anak menurut 
hukum islam dan Undang-undang perdilan anak. Tinjuan umum 
tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya dianalisis 
secara komparatif dari segi pengertian dasar hukum, kriteria (bentuk) 
hukuman dari kedua sistem hukum tersebut. Dengan pembahasan ini 
akan dapat diketahui batas usia anak dan pertanggungjawaban 
pidananya sehingga hak-hak anak cukup terpenuhi dan terlindungi...  
BAB III Bab ini mengenai hasil penelitian batas usia anak dapat di pidana 
menurut hukum Islam dan undang-undang peradilan anak dan 
ancaman pidana dan tanggungjawab bagi anak yang melakukan tindak 
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pidana dalam hukum islam dan undang-undang peradilan anak? 
group.  
BAB IV Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini dan berisi 





BAB  II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Anak 
1. Pengertian Anak Pengertian anak menurut Hukum Islam 
Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil 
antara hubungan antara pria dan wanita. Adapun ada istilah anak ada 
itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena adalah 
manusia pertama yang diciptakan Allah
17
.  
Dalam Bahasa Arab terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu:  
a. Walad, mempunyai arti secara umum.Baik anak yang 




b. Ibnun, yang berarti anak manusia19.  
Penggunaan kata walad dan ibnun dalam penerapannya berbeda. 
Walad dipakai untuk istilah anak secara umum, baik anak manusia 
atau anak binatang. Sedangkan kata ibnun hanya dipakai untuk 
manusia. Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa tidak ada 
kekhawatiran dan tidak ada beban yang harus dipikul pada masa itu. 
Namun terkadang anak harus menanggung beban seperti orang 
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dewasa karena dianggapnya sebagai miniatur orang dewasa terlebih 
lagi tidak diperlukan karakteristik dan ciri khasnya mereka yang juga 
punya keinginan, harapan dan dunia mereka sendiri.  
Al-Qur’an secara jelas memberikan gambaran-gambaran tentang 
kedudukan anak dalam kehidupan, diantaranya
20
:  
a. Harta dan anak adalah sebagai cobaan21.  
b. Harta dan anak sebagai perhiasan hidup di dunia22. 




d. Janganlah harta dan anak melalaikan diri untuk mengingat 
Allah (shalat dan lain-lain)
24
. 




2. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Peradilan Pidana 
Anak 
Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai 
pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang 
masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa
26
.  
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Pengertian tersebut juga terdapat dalam Pasal 45 KUHP, 
disebutkan bahwa “dalam menuntut orang yang belum cukup umur 
(minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, 
hakim boleh: memerintahkan, supaya sitersalah itu dikembalikan 
kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak 
dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya si tersalah 
diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu 
hukuman, dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun 
sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah 
satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak 
yang bersalah itu.” Melalui pasal itu bisa dipahami bahwasanya anak 




Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak 
menjelaskan “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan 




1. “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” 
2. “Anak nakal adalah:  
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a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau  
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan 
terlarang bagi anak, baik menurut peraturan 
perundang-undangan maupun menurut peraturan 
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat 
yang bersangkutan.” 
 
Pasal 45 KUHP tidak lagi berlaku melalui dibentuknya Undang-
undang tersebut. Adapun disampaikan pada Pasal 67 Undang-undang 
No 3 tahun 1997 terkait Peradilan Anak, “pada saat mulai berlakunya 
Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.” 
Sementara bila mencermati pengertian dari “anak” per pasal pada 
perundang-undangan yakni:  
a. UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 
no 2. “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 
21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”
29
.  
b. UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan Anak pasal 1 no 
1, “Anak adalah orang yan dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 
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c. UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, “anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”
31
.  
d. UU No. 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan pasal 1 
no 20, “anak adalah orang laki-laki atau wanita yang 
berumur kurang dari 15 tahun”.  
Tentang pengertian anak, adapun anak diklasifikasikan berdasar 
dari hubungannya pada orang tua meliputi
32
:  
a. Anak kandung, terlahir pada sebuah ikatan pernikahan 
yang sah secara hukum.  
b. Anak tiri, terlahir bukan dari dua orang tua kandung 
contohnya ayah merupakan duda yang membawa anak 
dari pernikahan sebelumnya ataupun ibu merupakan janda 
yang membawa anak dari pernikahan sebelumnya.  
c. Anak angkat, Pasal 1 butir 9 UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak menjelaskan “Anak angkat 
adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang 
lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, 
dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan 
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keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau 
penetapan pengadilan.”  
d. Anak asuh, Pasal 1 butir 10 UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak menjelaskan “Anak asuh 
adalah anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga, 
untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, 
pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah 
satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh 
kembang secara wajar.” 
 
3. Fase Perkembangan Anak 
Perkembangan anak pada dasarnya merupakan hal yang bersifat 
kontinyu, sehingga dalam memperoleh penyebab yang tepat terkait 
beragam permasalahan anak biasanya seseorang menggambarkan 
perkembangan itu dalam periode-periode. Disamping itu dikatakan 
pula bahwa “pada saat perkembangan anak secara umum 
memperlihatkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang hampir 
sama. Karena itu orang lalu membagi masa perkembangan anak dalam 
beberapa periode”.  
Pembagian fase-fase perkembangan anak menurut pandangan 
para ahli sarjana-sarjana psikologis pada umumnya dibagi melalui 
pertimbangannya sendiri, dikarenakan dasar yang dipergunakan 








1. Fase pertama diawali semenjak kelahiran hingga berusia 7 
tahun ataupun yang kerap dinamakan masa anak kecil, 
masa perkembangan fungsi tubuh, mental, kehidupan 
emosional, masa kritis, bahasa bayi beserta artinya untuk 
anak, serta masa seksualitas awal.  
2. Fase kedua berlangsung dari umur 7-14 tahun ataupun 
yang dinamakan masa kanak-kanak, adapun masa ini 
dikelompokkan menjadi:  
a. Masa anak Sekolah Dasar, umur 7 hingga 12 tahun 
disebut juga selaku periode intelektual, yakni masa 
pembelajaran awal yang diawali dengan masuk 
dalam masyarakat melalui sekolah. Kemampuan, 
kemauan, serta pengamatan anak sifatnya masih 
tersembunyi dalam masa ini.  
b. Masa pra-pubertas/ remaja, didapati kematangan 
fungsi jasmaniah pada periode ini yang diperlihatkan 
melalui perkembangan tenaga fisik anak. 
Perkembangan ini mengakibatkan perilaku anak 
terlihat canggung, kasar, liar, kurang sopan, 
berandal, serta lainnya.  
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3. Fase ketiga berlangsung dalam umur 14 hingga 21 tahun 
ataupun disebut pula masa remaja, dimana artian 
sebetulnya yakni fase adolescent serta pubertas. Masa ini 
menjadi peralihan maupun penghubung dari individu untuk 
menuju kedewasaan. Adapun masa remaja dikelompokkan 
dalam:  
a. Masa prapubertas, dinamakan juga selaku masa 
pueral/awal pubertas.  
b. Masa menentang kedua, periode verneinung 
trozalter kedua, fase negatif.  
c. Masa pubertas sebetulnya, diawali dari umur ±14 
tahun, secara umum untuk perempuan masa ini akan 
terjadi lebih dini.  
d. Fase adolescence, diawali dari umur ±17 tahun 
hingga berkisar pada 19-21 tahun.  
 
Filman memberikan periodesasi yang lebih terperinci, 
sedangkan umur yang mendekati tiap-tiap periode adalah sebagai 
berikut:  
1. Prenatal: sejak konsepsi sampai lahir.  
2. Infacy: sejak lahir sampai 2 minggu.  
3. Baby Hood: sejak 2 minggu sampai 2 tahun.  




5. Late Childhood: 6 ; 0 sampai 12 ; 0.  
6. Pubertyof Preadolescence: 10 ; 0 (12 ; 0) sampai 14 ; 0.  
7. Early Adolescence: 14 ; 0 sampai 17 ; 0.  
8. Late Adolescence: 21 ; 0 sampai 60 ; 0.  
9. Senescence: 60 ; 0 sampai meninggal.  
 
Dari pendataan tersebut maka dapat disimpukan bahwa fase-fase 
perkembangan manusia meliputi:  
1. Masa bayi: 0 ; 0 sampai 2 ; 0  
2. Masa kanak-kanak: 2 ; 0 sampai 6 ; 0.  
3. Masa anak sekolah: 6 ; 0 sampai 12 ; 0.  
4. Masa remaja: 12 ; 0 sampai 21 ; 0.  
5. Masa dewasa: 21 ; 0 sampai 60 ; 0.  
6. Masa usia lanjut: 60 ; 0 sampai mati. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Sebuah aturan hukum pidana dari yang mencakup perintah 
maupun larangan dana melaksanakan suatu hak sudah sewajarnya 
diiringi oleh hukuman ataupun sanksi supaya bisa memperoleh 
pengakuan dari seluruh masyarakat. Kemudian untuk cara 




tentu akan membutuhkan peraturan lain yang lebih mendalam selaku 
bagiannya sebuah sistem hukuman.  
Istilah tindak pidana asalnya melalui istilah umum pada hukum 
Belanda, yakni strafbaar feit. Adapun arti dari straf yakni hukum 
ataupun pidana, baar yakni boleh ataupun dapat, sementara feit yakni 
peristiwa, tindak, perbuatan, maupun pelanggaran
34
.  
Moeljatno mempergunakan sebutan perbuatan pidana, dimana 
didefinisikan selaku tindakan yang tidak diperbolehkan oleh sebuah 
peraturan hukum yang bisa dikenai hukum berwujud suatu pidana 
tertentu apabila seseorang melanggar peraturan tersebut
35
. 
Pompe menjelaskan bahwasanya strafbaar feit sebetulnya bukan 
lain daripada sebuah perbuatan dalam pandangan undang-undang 
ditetapkan selaku sebuah perbuatan yang bisa dikenai hukuman
36
. 
Sementara Vos menjelaskan bahwasanya straafbaar feit yakni sebuah 
tindakan dari manusia yang bisa memperoleh ancaman pidana dari 
undang-undang
37
. Bisa dikatakan bahwasanya tindak pidana yakni 
tindakan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, dimana akan 
diberikan hukuman bagi seseorang yang melanggarnya. 
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2. Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif 
Kenakalan anak umumnya bukan sebatas wujud dari gangguan 
ketertiban maupun keamanan, namun termasuk pula bahaya yang bisa 
berdampak pada masa depan dari sebuah bangsa serta anak itu sendiri. 
Sehinga, anak nakal mempunyai hak untuk memperoleh lindungan 
hukum, terutama pada peradilan anak. Umumnya tindakan dari anak 
yang dikategorikan secara yuridis berlawanan pada hukum bisa 
diidentifikasi melalui rumusan definisi terkait kenakalan anak.  
Asal dari istilah kenakalan anak yakni bahasa asing “Juvenile 
Delinquency” dimana “Juvenile” mempunyai arti anak muda, anak-
anak, karakteristik maupun ciri dari masa muda, sementara 
“Delinquency” yakni mengabaikan/terabaikan, yang dalam artian luas 
bisa diartikan selaku a-sosial, jahat, pelanggar peraturan, kriminal, 




Kartini Kartono menjelaskan, kenakalan anak yakni tindakan 
dursia/ jahat, kenakalan/kejahatan anak, diaman termasuk gejala sakit 




Adapun pada Undang-undang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) 
dipergunakan sebutan “anak nakal”, sementara definisi anak nakal 
yakni “anak yang melakukan tindak pidana atas anak yang menurut 
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peraturan baik perundang-undangan maupun menurut peraturan 
hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan 
tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”  
Romli Atmasasmita menyampaikan rumusan terkait kenakalan 
anak, yakni seluruh tingkah laku ataupun perbuatan dari anak yang 
belum mencapai usia 18 tahun serta belum menikah dimana 
berlawanan pada norma hukum dan bisa memberikan dampak bahaya 
pada pertumbuhan pribadi anak itu sendiri
40
.  
Bisa dikatakan bahwasanya unsur dari tindak ataupun perbuatan 
pidana anak yakni:  
a. Tindakan tersebut dilaksanakan oleh anak. 
b. Tindakan tersebut berlawanan pada norma ataupun aturan. 
c. Tindakan tersebut memberikan dampak berupa kerugian 
untuk pertumbuhan anak itu sendiri.  
Tiga unsur di atas perlu terpenuhi supaya bisa digolongkan 
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Adapun dikemukakan dari para pakar terkait beragam wujud 
dari kenakalan anak, contohnya dari Moedikno, terdapat setidaknya 




a. Segala tindakan yang dilaksanakan anak dimana dalam 
pandangan hukum normatif termasuk tindak pidana, 
misalnya menganiaya, mencuri, maupun lainnya.  
b. Segala tindakan penyimpangan dari suatu kelompok 
ataupun norma tertentu, dimana bisa menyebabkan 
masyarakat marah.  
c. Segala aktivitas yang dasarnya memerlukan perlindungan 
sosial, misalnya mengemis, gelandangan, maupun lainnya.  
 




a. Tindakan ugal-ugalan yang mengusik kedamaian dari 
masyarakat. 
b. Mengendarai motor di jalan dengan kebut-kebutan, 
dimana tentu membahayakan diri serta mengganggu 
ketertiban lalu lintas.  
c. Membolos sekolah kemudian menggelandang di jalanan. 
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d. Pertengkaran antar kelompok, gang, suku, maupun 
sekolah, dimana terkadang bisa menyebabkan korban 
meninggal.  
e. Berpesta pora serta mabuk. 
f. Kriminalitas yang misalnya; memeras, mengancam, 
mencuri, membunuh, mencopet, maupun lainnya.  
g. Kecanduan narkoba. 
h. Keagresifan seksual, pemerkosaan, serta melaksanakan 
pembunuhan dengan didasari alasan seksualitas.  
i. Oral, erotisme, serta homo seksualitas. 
j. Perbuatan immoral, seksual dengan terang-terangan serta 
kasar. 
k. Komersialisasi seks, pembunuhan bayi, serta pengguguran 
janin. 
l. Judi maupun permainan yang disertai taruhan  
m. Tindakan asosial lainnya yang diakibatkan dari gangguan 
jiwa. 
n. Tindakan ekstrem serta radikal.  
o. Penyimpangan perilaku dikarenakan organ inferior.  
p. Tindakan kejahatan dikarenakan luka pada otak ataupun 





Dari data resmi pihak kepolisian ditemukan perbedaan antara 
kenakalan yang dilakukan anak perempuan dan laki-laki. Anak 
perempuan umumnya melakukan pelacuran, promiskuitas sosial, 
menentang pada orang tua dan melarikan diri. Namun yang diperoleh 
melalui penelitian pribadi menunjukkan bahwa anak perempuan dan 
laki-laki melakukan tindak kenakalan yang sama: mencopet, 
membolos, mencuri, vandalisme, berkelahi penggunaan alkohol dan 
penyalahgunaan bahan (narkotika). Anak laki-laki berpeluang lebih 
tinggi dalam melanggar hukum diiringi oleh kekerasan, selanjutnya 
anak dari kalangan bawah juga berpeluang lebih tinggi untuk 
melanggar hukum dari pada anak dari kalangan atas
43
.  
Teori yang banyak dianut dalam menafsirkan penyebabnya 
kenakalan anak yakni “Penyebab Ganda”. Friedlander dan Apte dalam 
Soetarso menjabarkan bahwasanya perilaku nakal bukan sekadar 
diakibatkan dari sebuah sumber saja seperti faktor heredeter, pengaruh 
lingkungan, ataupun struktur biologis, namun dari bermacam faktor 
yang terkait satu sama lain meliputi
44
: 
a. Faktor biologis serta heredeter: cacat fisik, kesehatan 
buruk, gangguan saraf, ketidaknormalan, instabilitas 
mental, perilaku neurotis, beragam tingkat gangguan 
mental, tidak terkontrolnya dorongan seksual, ataupun 
perasaan selalu tidak aman.  
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b. Faktor lingkungan: penolakan ataupun penelantaran dari 
orang tua, teman, maupun personel keluarga lainnya; 
tindakan kriminal keluarga, kelompok penjahat, ataupun 
tetangga; perjudian; kurangnya rekreasi sehat; kemiskinan 
keluarga; pendidikan rendah; pergaulan buruk; dampak 
kerusakan dari tv, koran, radio, cerita kriminalitas, buku 
komik, serta bioskop. 
 
3. Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Islam 
Tindak pidana dalam hukum Islam kerap dikaitkan pada 
“jinayat” selaku wujud jamak dari “jinayah” dengan arti perbuatan 
jahat, salah, ataupun dosa. “Jinayah” yakni kata asal (masdar) dari 
kata kerja “janaa” dimana artinya yakni kerja yang ditujukan untuk 
satuan pria yang telah bertindak salah ataupun dosa. Pelaku dosa 
ataupun salah tersebut dinamakan “jaani”, sementara untuk pelaku 
perempuan dinamakan “jaaniah”. Berikutnya untuk individu yang 
menjadi objek ataupun target dari tindakan pelaku yakni “mujnaa 
alaih” yang berarti korban
45
.  
Dr. Abdul Qadir Audah pada kitab At-Tasyri Al Jina’i Al Islamy 
menjabarkan: “Jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan.” 
Jinayah yakni perbuatan yang dicegah serta dilarang oleh hukum 
Islam (syara’). Bila tindakan itu dilaksanakan maka bisa  
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Secara harfiah jinayah mempuyai arti yang serupa pada jarimah. 
Asal dari jarimah yakni jarama, dengan sinonim “kasaba wa qatha’a” 
dimana mempunyai arti bekerja serta usaha. Namun arti usaha tersebut 
dikhususkan bagi usaha yang dibenci ataupun tidak baik
47
.  
Jarimah yakni tindakan yang tidak diperbolehkan syara’ serta 
diancam oleh sanksi ta’zir ataupun had, محظ ُساد (melaksanakan 
tindakan terlarang maupun melalaikan tindakan yang diperintahkan). 
Sementara lafaz,   ششعي (sebuah tindakan bisa dikatakan selaku jarimah 
jika tindakan tersebut tidak diperbolehkan syara’ dengan disertai 
ancaman sanksi ataupun hukuman). 
Berpatokan pada hukuman maupun sanksi, sejumlah ulama 
mengklasifikasikan jarimah melalui menengok pada hak siapa yang 
melanggar pada tindak pidana. Pengklasifikasian ini berdasar pada 
bisa ataupun tidaknya pelaku tindak pidana diampuni. 
Pengklasifikasian ini dibagi dalam
48
:  
1. Kejahatan pada hak Allah, tindakan ini mencakup: 
minuman keras, perzinaan, murtad, makar, serta 
perampokan. Meskipun korban dari tindakan ini telah 
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memaafkan pelaku, tetap tidak akan berpengaruh pada 
penyelenggaraan hukuman. 
2. Kejahatan pada hak hamba, tindakan ini terancam 
hukuman diat ataupun qishash, misalnya: perbuatan 
menghilangkan anggota/bagian tubuh, pembunuhan, serta 
perbuatan melukai. Hukuman dari tindakan ini 
sepenuhnya diserahkan pada sang korban.  
3. Kejahatan pada hak hamba yang berbaur pada hak Allah, 
tetapi lebih dominan pada hak Allah. Tindakan ini 
meliputi pencurian. Sejumlah ulama menjelaskan 
bahwasanya pelaku bisa terhindar dari hukuman selama 
korban memaafkan serta kasus kejahatan tersebut belum 
mencapai pengadilan. 
4. Kejahatan pada hak hamba yang berbaur pada hak Allah, 
tetapi lebih dominan pada hak hamba. Tindakan ini 
mencakup: menuduh zina tanpa terdapatnya pembuktian. 
Sejumlah ulama menjelaskan bahwasanya hukuman dari 









C. Tinjauan Umum Tentang Batas Usia Anak 
1. Batas Usia Anak Menurut Hukum Islam 
a. Batas Usia Anak 
Batasan dari usia anak pada perkara pidana dari anak termasuk 
sangat krusial, sebab menjadi patokan dalam menentukan seorang 
tersangka termasuk anak ataupun tidaknya. Terdapat beragam 
pandangan terkait batasan ini, misalnya dari Sayyid Sabiq dimana 
menjelaskan batasan usia maksimal dari anak yakni ketika balligh. 
Balligh sendiri dalam riwayat Ibnu Umar yakni mencapai usia 15 
tahun.  
Abdul Qadir Audah menjelaskan, untuk laki-laki masih bisa 
dianggap anak sebelum mengeluarkan sperma, sementara untuk 
perempuan yakni belum hamil, ikhtilam, maupun haid
49
. Sementara 
jumhur fuqaha menjelaskan, posisi kedewasaan dari anak perempuan 




Melalui hadis, ayat al-Qur’an, serta beragam pandangan diatas, 
bisa dikatakan bahwasanya kedewasaan dalam Islam yakni melalui 
ikhtilam, tetapi masih ditemui perbedaan pandangan terkait batasan 
usianya. Kondisi tersebut dikarenakan terdapatnya perbedaan pada 
suhu, iklim, tabiat, temperamen, maupun lingkungan dari setiap orang. 
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Adapun dasar ketidakcakapan anak disandarkan pula terhadap 
ketetapan hukum pada al-Qur’an.  
Sejumlah ahli menjelaskan lafaz حزى ارا ثهؽ اُ انىكبح dimana 
seseorang menjadi dewasa ataupun balligh ketika mengalami mimpi 
basah
51
. Selanjutnya, kapankah anak bisa ditetapkan dewasa? 
Pandangan dari Imam Syafi’i, seperti yang sebagaimana yang telah 
dikutip Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis menjelaskan jika sudah 
meraih usia 15 tahun, untuk keduanya, diluar laki-laki yang telah 
ikhtilam ataupun perempuan sebelumnya telah haid akan ditetapkan 
telah dewasa sebelum meraih usia yang telah ditentukan tersebut
52
. 
Laki-laki dianggap dewasa meskipun belum berusia 15 tahun apabila 
telah bermimpi berhubungan badan serta mengeluarkan sprema, 
seperti penjelasan pada al-Qur’an: “Dan apabila anak-anakmu telah 
sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti 
orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.”  
“Jika anak-anak kecil dari anak-anak dan kaum kerabat kalian 
yang merdeka telah mencapai masa baligh, yaitu 15 tahun, maka 
kapanpun mereka tidak perbolehkan masuk ke kamar kalian tanpa 
izin, tidak pada ketika waktu aurat itu, tidak pula pada waktu-waktu 
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Pandangan dari sejumlah ahli fiqh terkait 3 masa yang seluruh 
orang alami semenjak lahir yakni
54
:  
a. Masa tidak terdapatnya kapabilitas untuk berfikir  
Tahapan ini diawali semenjak kelahiran hingga umur 7 
tahun. Anak dalam tahapan ini tidak memiliki kapabilitas 
untuk berfikir, serta dianggap belum tamyiz. Anak dalam 
tahapan ini akan terhindar dari hukuman bila melaksanakan 
tindak pidana maupun kejahatan.  
b. Masa kapabilitas berfikir rendah  
Tahapan ini diawali semenjak usia 7 tahun hingga baligh 
ataupun dewasa. Imam Abu Hanifah menjelaskana 
bahwasanya seseorang mencapai kedewasaan setelah 
menginjak umur 18 tahun. Para fuqaha memberikan batasan 
baligh pada umur ke-15. Sementara satu riwayat 
menjelaskan bagi laki-kaki yakni 19 tahun serta bagi 
perempuan yakni 17 tahun. Pandangan yang masyhur 
dikalangan ulama Malikiyah serupa pada pandangan Imam 
Abu Hanifah. Anak dalam tahapan ini bisa diberikan 
hukuman berupa ta’dibiyah ataupun pengajaran. 
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Sebenarnya pengajaran bukan dikategorikan selaku 
hukuman pidana, tetapi sebuah hukuman untuk mendidik.  
c. Masa kapabilitas berfikir sepenuhnya.  
Tahapan ini diawali semenjak meraih umur 18 tahun 
berdasar pada pandangan Imam Abu Hanifah serta mazhab 
Maliki, serta 15 tahun berdasar pada mayoritas pandangan 
fuqaha. Anak dalam tahapan ini bisa dikenakan hukuman 
pidana untuk tindakan yang ia laksanakan, apapun macam 
serta jenisnya. 
b. Ketentuan Pidana Anak 
Hukuman untuk tindak pidana diklasifikasikan dalam
55
:  
a. Pembatasan pada kebebasan, misalnya pengasingan 
maupun penjara. 
b. Hukuman fisik, misalnya potong tangan, cambuk, rajam 
hingga mati, maupun hukuman mati. 
c. Pemberian peringatan dari hakim.  
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1) Berdasar pada kaitan antar hukuman, terdapat 4 tipologi yang 
meliputi:  
a. Al-‘uqubah al-asliyah (Hukuman pokok), dijatuhkan bagi 
jarimah selaku hukuman asli, misalnya potong tangan 
untuk pelaku pencurian, 100 kali dera untuk pelaku zina, 
serta qishash untuk pelaku pembunuhan.  
b. Al-‘uqubah al-badaliyah (Hukuman pengganti), diberikan 
selaku pengganti bila hukuman pokok tidak bisa 
diselenggarakan dengan alasan yang benar,  misalnya 
ta’zir untuk menggantikan qishash ataupun had, serta diat 
untuk menggantikan qishash,  
c. Al-‘uqubat al-takmiliyah (Hukuman pelengkap), 
dijatuhkan dengan mengikuti hukuman pokok melalui 
persyaratan adanya sebuah  putusan tersendiri melalui 
hakim, misalnya mengalungkan tangan pencuri yang telah 
di potong lehernya. 
d. Al-‘uqubah al-taba’iyah (Hukuman tambahan), dijatuhkan 
dengan hukuman pokok tanpa membutuhkan sebuah 
putusan tersendiri, misalnya pelarangan memperoleh 
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warisan untuk seseorang yang akan ia warisi, dimana 
termasuk tambahan dari hukuman diat ataupun qishash.  
2) Berdasar pada wewenang hakim untuk menetapkan seberapa 
beratnya hukuman, dikelompokkan menjadi=:  
a. Hukuman dengan satu batas, dimana tidak mempunyai 
batasan terendah maupun tertinggi, misalnya had 
cambukan sebanyak 80 kali.  
b. Hukuman dengan dua batas, dimana hakim dibebaskan 
menentukan batasan terendah serta tertinggi dalam 
menentukan hukuman, misalnya kurungan ataupun jilid 
pada jarimah ta’zir.  
3) Berdasar pada keharusan untuk memutuskan dengan hukuman 
tersebut, dikelompokkan menjadi:  
a. Hukuman yang sudah ditetapkan, kadar serta jenis dari 
hukuman ini telah syara’ tentukan serta hakim wajib 
memberikan keputusan tanpa menambah ataupun 
menguranginya. 
b. Hukuman yang belum ditetapkan, hakim diberikan 
wewenang dalam menentukan jumlah serta jenis hukuman 
berdasar pada syara’ supaya selanjutnya diselaraskan pada 






4) Berdasar pada tempat pelaksanaan hukuman, dikelompokkan 
menjadi:  
a. Uqubah maliyah (Hukuman harta), dikenakan pada harta 
milik pelaku, misalnya perampasan harta, denda, serta 
diat.  
b. Uqubah nafsiyah (Hukuman jiwa), dikenakan pada jiwa 
pelaku, misalnya teguran, peringatan, ataupun ancaman.  
c. Uqubah badaniyah (Hukuman badan), dikenakan pada 
bagian tubuh pelaku, misalnya penjara, jilid, serta 
hukuman mati.  
5) Berdasar pada macam dari jarimah yang dihukum, 
dikelompokkan menjadi: 
a. Hukuman had, dimana ditetapkan berdasar jarimah hudud, 
misalnya: rajam, pengasingan, serta 100 kali jilid. 
Hukuman itu diberikan pada pelaku zina. Potong tangan 
pada pelaku pencurian, 80 kali jilid pada peminum khamr 
serta pelaku Qadaf, serta untuk pembunuhan dijatuhi 
hukuman mati. Hukuman mati serta salib, pengasingan, 
serta pemotongan bagian tubuh, tiga hukuman itu 
diperuntukkan bagi pelaku hirabah. Perampasan harta 





b. Hukuman Ta’zir, dimana diperuntukkan bagi pelaku ta’zir, 
misalnya denda, ancaman, pengasingan, serta penjara.  
c. Hukuman Qisas-Diyat, dimana diperuntukkan bagi 
jarimah: 1) Qisas, pelaku diberikan hukuman yang setara 
pada tindakannya. 2) Diyat, hukuman untuk pelaku 
penganiayaan serta pembunuhan yang tindak sengaja 
maupun semi sengaja. 3) Pencabutan hak waris serta 
wasiat akan diberikan pada pelaku pembunuhan yang 
tidak disengaja selaku hukuman tambahan.  
Tujuan pokok dalam Islam untuk penerapan serta penetapan 
hukuman untuk pelaku jarimah yakni
57
:  
a. Pendidikan serta perbaikan, yakni memberikan didikan 
pada pelaku supaya menyadari kesalahan yang diperbuat 
serta mampu berubah menuju jalan yang benar. 
b. Balasan serta pencegahan, yakni menahan pelaku supaya 
tidak mengulang tindakannya, ataupun supaya tidak 
melaksanakan tindakan jarimah dengan terus-terusan.  
Hukum dalam syariat Islam pada dasarnya bisa dikatakan adil 
serta lurus, dengan beragam prinsip yang universal untuk manusia. 
Adapun tanpa adanya hukum, umat manusia tidak akan dapat 
menjalani kehidupan. Berpatokan pada perkara tersebut, ulama ushul 
fiqh serta imam mujtahid memberikan batasan dalam 5 perkara yang 
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dinamakan 5 prinsip universal ataupun “al-kulliyat al-khamsah” yang 
meliputi menjaga agama, jiwa, kehormatan, akal, serta harta benda.  
Hindari untuk memukul maupun anak hingga ia kesakitan serta 
menjerit-jerit sebab sejumlah ahli berpandangan bahwasanya 
hukuman kejam bisa berdampak membuat anak cenderung rendah 
diri, penakut, serta beragam akibat lainnya misalnya pembohong, 
pemalas, serta sempit hati. Anak cenderung mengatakan kebohongan 
dikarenakan bila ia jujur akan memperoleh kekerasan
58
.  
M. Athiyah dalam Nur Uhbiyati menjelaskan, sejumlah 




1. Sebelum anak berusia 10 tahun, ia tidak boleh diberikan 
pukulan;  
2. Tindakan memukul maksimal sebatas tiga kali 
(mempergunakan tongkat kecil ataupun lidi);  
3. Memberikan anak kesempatan supaya bertaubat serta 
membenahi kesalahan yang diperbuatnya tanpa merusak 
nama naik anak maupun memberikan pukulan.  
Selanjutnya, Abdul Lathif al-Ajlan menjelaskan sejumlah batas 
pada adab memukul, meliputi
60
: 
a. Pemukulan diberikan selaku opsi terkahir dalam mendidik;  
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b. Allah menentukan tujuan dari pukulan untuk mengajarkan 
adab (ta’dib);  
c. Allah memberikan larangan pemberian pukulan secara 
semena-mena hingga membuatnya melenceng dari tujuan;  
d. Baiknya pukulan dilaksanakan dengan sarana yang tepat, 
di waktu serta saat yang tepat, serta tidak menyeret orang 
lain dalam bahaya;  
e. Anak yang memperoleh hukuman harus sadar akan 
pelanggaran maupun kesalahan yang ia perbuat;  
f. Umur dari anak perlu dipertimbangkan ketika hukuman 
diberikan;  
g. Sebelum pembelian hukuman, anak terlebih dulu harus 
diberitahu apa kesalahan yang ia perbuat: 
h. Maaf serta ampunan diberikan untuk anak yang tidak 
memahami bahwasanya tindakan yang ia lakukan salah;  
i. Tidak diperkenankan dua wujud hukuman, maknawi serta 
inderawi, diberikan dengan sekaligus pada anak;  
j. Hukuman pukulan tidak diperbolehkan dari sepuluh dera.  
Pemberian hukuman diharuskan adil, dimana anak perlu untuk 
memahami alasan mengapa hukuman diberikan kepadanya. 
Berikutnya, hukuman yang diberikan harus bisa menyadarkan anak 
pada kesalahan yang ia perbuat. Hukuman pun jangan sampai 




menganggap bahwasanya ia harus memberi hukuman pada anak 
secara fisik. Namun yang perlu ditekankan yakni tujuan pemberian 
hukuman pada dasarnya untuk memberikan didikan, sehingga 
membuat pelaksanaan dari hukuman harus secara baik. 
 
2. Batas Usia Anak Menurut Undang-Undang Peradilan Anak 
a. Batas Usia Anak 
Batas usia anak yang bisa diajukan dalam pengadilan berdasar 
pada pasal 4 ayat (1) serta (2) Undang-undang No.3 Tahun 1997 
tentang peradilan anak yakni
61
: 
1) “Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang 
anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi 
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum 
pernah kawin.” 
2) “Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas 
umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan 
ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan 
melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang 
anak.”  
 
Bila anak dibawah 8 tahun melaksanakan tindakan pidana, 
artinya penyidik bisa melaksanakan pemeriksaan seperti yang tertera 
pada Pasal 5 Undang-undang peradilan anak:  
a. “Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun 
melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka 
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terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh 
anak.” 
b. “Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik 
berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau 
orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak 
tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.” 
c. “Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik 
berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau 
orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut 
kepada departemen sosial setelah mendengar 
pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.” 
Batas dari usia anak dalam sebuah pidana mempuyai peranan 
yang krusial, sebab menjadi patokan dalam menentukan apakah 
tersangka masuk dalam kelompok anak ataukah tidaknya. Berkaitan 
pada batasan usia ini, dalam setiap negara terdapat keberagaman 
terkait batasan dari usia anak yang bisa memperoleh hukuman. 
b. Ketentuan Pidana Anak 
Perbuatan pidana yakni segala tindakan ataupun perbuatan yang 
tidak diperbolehkan oleh peraturan hukum, yang juga diiringi oleh 
suatu sanksi ataupun ancaman untuk individu yang melakukan 




tindak pidana yakni tindakan yang memperoleh larangan serta 
ancaman secara pidana dari peraturan hukum tertentu
62
. Sebuah 
tindakan bisa dipidanakan jika masuk pada ketetapan pidana dalam 
undang-undang, dimana tentu menandakan bahwa sebuah tindakan 
tidak bisa dipidanakan melalui hukum yang tidak tertulis
63
.  
Berkaitan pada pertanggungjawaban pidana, muncul sebuah 
pertanyaan “apakah setiap anak yang bersalah melakukan suatu tindak 
pidana dapat dipertanggungjawabkan?” awalnya mekanisme 
pertanggungjawaban untuk anak dilandaskan pada kapabilitas dalam 
bertanggung jawab, mekanisme yang melandasi pada kapabilitas 
bertanggung jawab serta batasan umur untuk anak, tidak lagi dianut 
belakangan ini pada hukum Indonesia. Tetapi yang saat ini dianut 
yakni suatu mekanisme pertanggungjawaban dimana seluruh anak 
dengan jiwa yang sehat bisa dituntut serta diasumsikan dapat 
bertanggung jawab.  
Terhadap anak yang dapat mengemban tanggung jawab akan 
tetap berpeluang tidak dipidana, khususnya untuk yang berusia muda 
sekali. Tetapi bukan artinya Undang-undang memberikan perbedaan 
diantara yang mampu maupun tidaknya untuk mengemban tanggung 
jawab.  
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 
menjelaskan: “terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu 
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pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan.” Melalui 
mencermati Pasal 23 ayat (1) serta (2) dikelola pidana pokok serta 
tambahan untuk anak nakal berupa:  
1) Pidana Pokok64  
“Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan 
kepada anak nakal, yaitu:  
a. pidana penjara  
b. pidana kurungan  
c. pidana denda, atau  
d. pidana pengawasan.”  
2) Pidana Tambahan65  
“Seperti telah disebutkan bahwa selain pidana pokok naka 
terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana 
tambahan terdiri dari:  
a. perampasan barang-barang tertentu  
b. pembayaran ganti rugi.” 
3) Tindakan66  
“Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak 
nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 
1997) adalah:  
a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang 
tua asuh,  
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b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti 
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja,  
c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau 
organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di 
bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.  
Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi 
teguran dan menetapkan syarat tambahan.” 
Pemberian tindakan dari hakim dilaksanakan pada 
anak pelaku tindak pidana, mulai menurut aturan undang-
undang ataupun menurut aturan hukum lainnya. 
Pemberian tindakan dari sisi usia, lebih diutamakan untuk 
anak berusia 8-12 tahun. Sementara anak berusia 12 tahun 
lebih akan dijatuhi pidana. Kondisi tersebut ditentukan 
berdasar pada perkembangan serta pertumbuhan anak 
secara mental, fisik, serta sosial. Sementara rumusan 




a. “pengembalian kepada orang tua, wali atau 
pengasuhnya”  
b. “penyerahan kepada pemerintah atau seseorang” 
c. “keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan 
oleh pemerintah atau suatu badan swasta” 
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d. “pencabutan surat izin mengemudi”  
e. “perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak 
pidana” 
f. “perbaikan akibat tindak pidana” 
g. “rehabilitasi” 
h. “perawatan di dalam suatu lembaga.” 
4) Pidana Penjara  
Pidana penjara anak mempunyai perbedaan dari orang 
dewasa, dimana lama pidana penjara untuk anak hanya 
separuh dari orang dewasa ataupun maksimal 10 tahun. 
Kemudian pidana seumur hidup serta mati juga tidak 
diperbolehkan untuk anak. Sementara untuk penggantinya 
diberikan salah satu tindakan
68
.  
Berpatokan pada Pasal 26 Undang-undang No. 3 tahun 
1997 diatur pidana penjara bagi anak berupa::  
a) “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama ½ 
(satu per dua) dari maksimum ancman pidana penjara 
bagi orang dewasa.” 
b) “Apabila melakukan tindak pidana yang diancaman 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka 
pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak tersebut 
paling lama 10 (sepuluh) tahun.” 
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c) “Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua 
belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka 
hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan 
kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja.” 
d) “Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua 
belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak 
diancam pidana mati atau tidak diancam pidana 
penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu 
tindakan.” 
5) Pidana Kurungan  
Pidana Penjara yang bisa diberikan pada anak pelaku 
kejahatan yakni separuh dari hukuman penjara maksimal 
orang dewasa. Hal yang dimaksud pidana penjara 
maksimal untuk dewasa yakni ancaman kurungan terlama 
untuk pelaku tindak pidana sejalan pada KUHP ataupun 




6) Pidana Denda  
“Pidana denda juga dijatuhkan setengah dari maksimum 
ancaman pidana denda bagi orang dewasa” (pasal 28 ayat 
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1). “Bila denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib diganti 
dengan latihan kerja” (pasal 28 ayat 2), “selama 90 hari 
dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak 
boleh dilakukan di malam hari.” Tentu dengan 
mempertimbangkan perlindungan anak dan perkembangan 
serta pertumbuhan sosial, mental serta fisik dari anak.  
7) Pidana Bersyarat  
Ketetapan pidana bersyarat secara umum untuk anak pealu 
tindan pidana seperti pada rumusan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 yakni
70
:  
a. “Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana 
penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, 
sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah 
paling lama 3 (tiga) tahun.”  
b. “Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan 
ketentuan berikut. (1) Syarat umum, yaitu anak nakal 
tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi 
selama menjalani masa pidana bersyarat; (2) Syarat 
khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan 
hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim 
dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.” 
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c. Bimbingan dan pengawasan  
1) Semasa melaksanakan pidana bersyarat, jaksa 
melaksanakan bimbingan serta pengawasan 
supaya anak nakal mematuhi persyaratan yang 
ditetapkan.  
2) Anak nakal yang melaksanakan pidana bersyarat 
memperoleh bimbingan dari balai 
pemasyarakatan dengan status selaku klien 
pemasyarakatan.  
3) Semasa anak nakal menyandang status klien 
pemasyarakatan ia bisa hadir untuk belajar di 
sekolah.  
8) Pidana Pengawasan  
Pidana ini dikenakan secara khusus bagi anak, dimana 
berupa pemantau dari jaksa penuntut umum pada 
perbuatan anak dalam kesehariannya serta bimbingan dari 
pembimbing kemasyarakatan. Anak nakal yang diputus 
oleh hakim untuk diserahkan kepada negara di tempatkan 
di lembaga pemasyarakatan anak sebagai anak negara, 
dengan maksud untuk menyelamatkan masa depan anak 
atau bila anak menghendaki anak dapat diserahkan kepada 
orang tua asuh yang memenuhi syarat
71
. 
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BAB  III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. BATAS USIA ANAK DAPAT DI PIDANA MENURUT HUKUM 
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERADILAN ANAK 
Sistem peradilan anak yakni serangkaian penyelenggaraan peradilan 
yang diperuntukkan dengan khusus untuk pelaku tindak pidana anak, 
dimana tentunya berbeda pada peradilan bagi dewasa. Upaya itu ditujukan 
guna menjamin hak dari anak pada peradilan.  
Adapun pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Anak, ada bab yang mengelola terkait batasan umur dari anak yang bisa 
diajukan pada pengadilan, yakni pada Pasal 4 Bab I. Sebelum melangkah 
pada pembahasan yang lebih dalam terkait batasan umur ini, akan peneliti 
jelaskan lebih dulu terkait definisi dari anak dalam beragam disiplin ilmu.  
Pasal 4 Bab I Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Anak menjelaskan “anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai 
usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah 
kawin”
72
. Berdasar pada pasal itu, jika individu sudah melampaui batasan 
dari umur anak, artinya ia sudah tidak bisa lagi dianggap anak. Pandangan 
itu sejalan pada kalangan ahli psikologi, dimana menjelaskan masa anak 
normalnya diawali semenjak usia bersekolah (7 tahun) hingga 20 tahun. 
Tetapi kerap batas sifat anak itu tak bisa ditetapkan secara tepat, sebab 
                                                 
72
 Redaksi Sinar Grafika, 2000. Undang-undang Peradilan Anak, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika 




berhubungan kuat pada sifat pertanggungjawaban untuk seluruh tindakan 
yang dikerjakan dimana membuat sebutan anak terlepas pada kematangan 
serta perkembangan jiwa seseorang. Hal ini memperlihatkan bahwasanya 




Sejumlah sosiolog pun tidak menolak batas usia anak serupa pada apa 
yang dijelaskan pada UU Peradilan Anak. Namun usia anak itu terpengaruh 
dari kondisi yang ada pada sekelilingnya dimana sangat berpengaruh pada 
pembentukan karakter dari anak. Sementara pada fiqh Islam tidak diberikan 
batas tetap terkait umur anak diluar banyak dari beragam pandangan 
diantara ulama. Ulama fiqh berijma bahwasanya anak dikatakan balig bila 
sudah berihtilam, begitupun pada gadis bila sudah kuat hamil ataupun 
kedatangan haid.  
Ulama ushul, menjelaskan ahliah (cakap) dikelompokkan dalam: 
1. Ahliatul wujub  
Ahliatul wujub yaitu kepantasan individu yang diberkan 
kewajiban serta hak. Ahliatul wujub dikelompokkan kembali 
dalam:  
a. Ahliatul wujub sempurna, yakni individu yang telah 
sepantasnya memperoleh kewajiban serta hak. Kondisi ini 
dimiliki seseorang semenjak terlahir hingga meninggal. 
Contohnya seorang anak diharuskan berzakat, dikarenakan 
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ia masih anak-anak artinya yang berzakat yakni orang 
tuanya ataupun wali dari anak tersebut, serta ia 
mempunyai hak waris untuk kekayaan yang orang tua 
ataupun walinya tinggalkan.  
b. Ahliatul wujub kurang sempurna, yakni keadaan individu 
yang sebatas hanya bisa memperoleh hak.  
2. Ahliatu ada’  
Ahliatul ada’ yakni pantasnya individu yang dikatakan sah 
untuk seluruh perbuatan serta perkataannya. Contohnya pada 
saat dia melaksanakan perikatan ataupun perjanjian, 
perbuatannya dianggap sah serta memiliki akibat hukum. 
Adapun ahliatul ada’ dikelompokkan dalam:  
a. Ada saatnya seorang individu sama sekali tidak memiliki 
kecakapan berbuat (ahliatul ada’) ataupun justru 
kehilangannya. Contohnya anak, dikarenakan ia tidak 
memiliki ahliatul ada’ artinya seluruh perbuatannya tidak 
terpengaruh syara’.  
b. Kondisi seorang individu yang memiliki ahliatul ada’ 
tetapi tidak sempurna, misalnya anak yang telah mumayiz 
namun belum meraih kedewasaan.  
c. Ahliatul ada’ sempurna, dimana seorang individu yang 
bisa berpikir dengan sempurna serta telah meraih 




Anak < 18 tahun yakni sebuah keadaan dari individu yang dianggap 
masih belum bisa mengontrol harta bendanya, ia pun belum mampu 
mengemban tanggung jawab untuk seluruh tindakannya, kemudian juga 
belum mampu membedakan diantara hal buruk maupun baik. Anak dalam 
masa ini secara umum bisa dikatakan belum memiliki pemikiran yang 
matang.  
Literatur bahasa lain menyebutkan pula anak melalui sebutan 
“mumayiz” yakni anak yang memahami arti dari ucapannya, normalnya 
anak ini berusia 7 tahun. Hukum dari anak itu berlaku tetap hingga meraih 
umur dewasa. Adapun yang dikatakan dewasa yakni cukup usia dalam 
memperoleh keturunan dimana timbul pertanda bagi perempuan maupun 
laki-laki yang umumnya 12 tahun untuk laki-laki serta 9 tahun untuk 
perempuan. Bila anak telah melampaui usia tersebut tetapi belum terlihat 
pertanda bahwasanya anak telah dewasa maka secara lahiriah ditunggu 
hingga berumur 15 tahun untuk bisa digolongkan dewasa.  
Adapun batasan usia pada Pasal 4 Ayat 1 serta 2 Undang-undang No.3 
Tahun 1997 dijelaskan:  
a. “Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak 
adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 
kawin.”  
b. “Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur 




pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas 
umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun, tetap diajukan ke sidang anak.”  
Terkait penetapan batasan umur dewasa, aturan undang-undang 
memberikan ketentuan yang beragam dimana ada yang menjelaskan 14 
tahun untuk laki-laki serta 12 tahun untuk perempuan, serta ketentuan ini 
telah dianut semenjak era Romawi dulu dimana bahaya tidak terlalu 
dikhawatirkan akan timbul. Anak dikelilingi terus oleh kerabat mereka 
dimana membuat motif dalam menghambat kedewasaan mereka nyaris tidak 
ada. Tetapi selepas terjadi perkembangan secara pesat pada masyarakat 
dimana bisa membuat anak dapat dengan lebih dini meraih kedewasaan, 
artinya batasan umur dewasa bisa ditetapkan lebih dini pula. Secara lebih 
luas pada hukum Islam, hal itu tak dijabarkan dengan rinci dikarenakan 
tidak terdapatnya nas al-Qur’an yang memberikan batas pada usia anak. 
Secara umum dalil yang ada hanya menjelaskan untuk menjaga, mendidik, 
serat merawat anak hingga mencapai pernikahan.  
Abdul Wahab Khalaf menjelaskan, manusia dalam keterampilan 
menjalankan sebuah tugas dibagi menjadi sejumlah kondisi meliputi:  
a. Manusia ada kalanya tidak memiliki keterampilan ataupun 
kehilangan keterampilan. Adapun kondisi ini terjadi anak serta 
orang dengan gangguan jiwa.  
b. Manusia ada kalanya mempunyai keterampilan yang tidak 




pada anak yang baru meraih baligh ataupun mumayyiz.  
c. Manusia ada kalanya mempunyai keterampilan yang sempurna 
dalam menjalankan tugas. Kondisi ini berlangsung pada 
individu yang sudah berakal serta dewasa.  
a. Jadi umur dinamakan ahliyat al-‘ada yang sempurna pun bisa 
dinyatakan melalui akal ataupun kedewasaannya
74
.  
Tingkat pertama persetujuan ulama menjelaskan bahwa “tidak adanya 
kemampuan menggunakan akal pikirannya bermula dari anak itu dilahirkan 
dan berakhir sampai berusia tujuh tahun.” Tingkat kedua memperlihatkan 
kapabilitas dalam menggunakan akal pikiran namun terbilang lemah, 
dimana diawali semenjak 7 tahun hingga balligh. Kemudian tingkat ketiga 
memperlihatkan bahwasanya kapabilitas dalam menggunakan akal pikiran 
dengan sempurna yakni diawali semenjak balligh. Imam Malik dan Abu 
Hanifah menjelaskan bahwasanya anak yang tidak mengalami mimpi basah 
tidak bisa dinyatakan dewasa kecuali setelah menginjak umur 17 tahun. 
Sementara pada riwayat lainnya yakni 19 tahun dalam Abu Hanifah. Bisa 
dikatakan melalui pandangan tersebut dua-duanya cenderung lebih 
memandang umur dibanding ikhtilam
75
.  
Sebuah tindakan bisa dikatakan jarimah bila memberikan kerugian 
untuk masyarakat, orang lain, keamanan, harta benda, perasaan, nama baik, 
tata aturan, maupun hal lainnya yang keberadaannya perlu dijunjung serta  
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. Selain tindakan itu menyebabkan kerugian untuk pihak lainnya, 
tindakan itu pun telah negata tetapkan melalui aturan perundang-undangan, 
sama halnya pada hukum Islam, sebuah tindakan bisa dianggap jarimah bila 
tindakan itu telah nas atur.  
Nas maupun undang-undang itu tidak akan berarti tanpa dorongan 
yang bisa membuat orang mematuhinya. Dorongan tersebut berupa ancaman 
sanksi ataupun hukuman. Adapun untuk anak yang pada dasarnya bisa 
mengemban tanggung jawab, mempunyai peluang untuk tidak memperoleh 
pidana, khususnya untuk anak dengan umur yang terbilang muda. Tetapi 
bukan berarti ada pembeda-bedaan dari aturan perundang-undangan pada 
anak yang bisa maupun tidaknya untuk mengemban tanggung jawab.  
Adapun pada Undang-undang Peradilan Anak No.3 Tahun 1997 
dijelaskan sejumlah sanksi bila melaksanakan tindak pidana yakni:  
a. “Pidana penjara (maksimal 10 tahun)”  
b. “Pidana kurungan”  
c. “Pidana denda” 
d. “Pidana pengawasan” 
Hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati tidak diperbolehkan 
untuk diberikan pada terpidana anak. Namun terdapat pidana tambahan yang 
bisa diberikan seperti ganti rugi serta perampasan barang. Pidana penjara 
yang bisa diberikan untuk anak juga paling lama hanya separuh dari pidana 
untuk dewasa, termasuk denda juga yakni maksimal separuh dari pidana 
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untuk dewasa. Jika tidak mampu membayarkan denda artinya akan 
digantikan oleh 90 hari latihan kerja dengan maksimal 4 jam kerja dalam 
satu hari serta pelaksanaannya tidak diperbolehkan ketika malam.  
Pidana pengawasan yakni sebuah pengawasan secara khusus dari 
jaksa penuntut umum pada tindakan dari anak dalam keseharian disertai 
bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan. Berkaitan pada hukuman 
untuk terpidana anak, tidak diberikan kejelasan pada hukum pidana Islam 
dikarenakan anak pada dasarnya yakni amanat pemberian Allah SWT yang 
wajib dirawat serta dijaga. Sehingga pada saat anak melaksanakan tindak 
pidana ia tidak akan dikenai hukuman, namun orang tua yang akan 
menggantikannya menjalankan hukuman. 
 
B. ANCAMAN PIDANA DAN TANGGUNGJAWAB BAGI ANAK 
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM 
DAN UNDANG-UNDANG PERADILAN ANAK 
Sebuah tindakan tidak bisa dinyatakan selaku sebuah tindak pidana 
apabila tidak terdapat aturan dalam Undang-undang yang memberikan 
larangan pada pelanggaran serta tindakan tersebut. Adapun imbas dari 
tindakan melanggar aturan tersebut yakni pelaku akan dimintai 
pertanggungjawaban untuk tindakannya tersebut. Definisi 
pertanggungjawaban pidana pada hukum Islam yakni pembebanan untuk 








Pelaku dari suatu tindak pidana bisa memperoleh pembebanan berupa 
pertanggungjawaban bila memenuhi persyaratan berupa terdapatnya 
tindakan yang dilarang, tindakan tersebut dilaksanakan melalui kemauan 
pelaku sendiri, serta pelaku memahami akibat tindakannya
78
. Sehingga 
membuat anak, orang dengan gangguan jiwa, serat seseorang yang terpaksa 
ataupun dipaksa tidak memperoleh pembebanan berupa 
pertanggungjawaban. Terbebasnya mereka dari pertanggungjawaban 
dilandasi oleh Al-Quran serta hadis Nabi
79
. “Ketentuan terhadap keadaan 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus apabila ia berbuat 
jarimah maka ia dikenakan sanksi pidana.” 
Konsep dari hukum Islam terkait pertanggungjawaban dari anak 
dibawah umur termasuk konsep yang sangat bagus walaupun sudah 
terbilang lama tetapi mampu menyamai teori baru dalam hukum positif. 
Berdasar pada hukum Romawi selaku dasar dari hukum bangsa Eropa yang 
merupakan wujud dari hukum positif, dijelaskan bahwasanya 




Pandangan dari sejumlah ahli fiqh terkait 3 masa yang seluruh orang 
alami semenjak lahir yakni:  
                                                 
77
 Ahmad Wardi Muslich, 2006, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, cet. ke-
2, Jakarta: Sinar Grafika, , hlm.74. 
78








a. Masa tidak terdapatnya kapabilitas untuk berfikir  
Tahapan ini diawali semenjak kelahiran hingga umur 7 tahun. 
Anak dalam tahapan ini tidak memiliki kapabilitas untuk 
berfikir, serta dianggap belum tamyiz. Anak dalam tahapan ini 
akan terhindar dari hukuman bila melaksanakan tindak pidana 
maupun kejahatan.  
b. Masa kapabilitas berfikir rendah  
Tahapan ini diawali semenjak usia 7 tahun hingga baligh 
ataupun dewasa. Imam Abu Hanifah menjelaskana bahwasanya 
seseorang mencapai kedewasaan setelah menginjak umur 18 
tahun. Para fuqaha memberikan batasan baligh pada umur ke-
15. Sementara satu riwayat menjelaskan bagi laki-kaki yakni 19 
tahun serta bagi perempuan yakni 17 tahun. Pandangan yang 
masyhur dikalangan ulama Malikiyah serupa pada pandangan 
Imam Abu Hanifah. Anak dalam tahapan ini bisa diberikan 
hukuman berupa ta’dibiyah ataupun pengajaran. Sebenarnya 
pengajaran bukan dikategorikan selaku hukuman pidana, tetapi 
sebuah hukuman untuk mendidik.  
c. Masa kapabilitas berfikir sepenuhnya.  
Tahapan ini diawali semenjak meraih umur 18 tahun berdasar 
pada pandangan Imam Abu Hanifah serta mazhab Maliki, serta 




dalam tahapan ini bisa dikenakan hukuman pidana untuk 




Sejumlah unsur jarimah pada hukum pidana Islam meliputi
82
:  
1. Terdapatnya nas (ketentuan) yang memberikan larangan serta 
ancaman dengan hukuman  
2. Tindakan tersebut benar-benar telah dilakukan  
3. Seseorang yang melaksanakan tindakan tersebut cakap, berakal, 
serta baligh.  
 
Secara syarat sah, terdapat dua syarat yang perlu dipenuhi dalam 
memberikan hukuman pada mukalaf, yakni:  
2. Mukallaf paham pada dalil taklif, dimana dia harus paham pada nas 
hukum yang al-Qur’an serta sunnah bebankan, melalui perantara 
maupun secara langsung.  
3. Mukallaf merupakan individu yang ahli pada sesuatu yang dibebankan 
padanya, secara etimologis bisa dikatakan ahli yakni layak ataupun 
kelayakan.  
 
Bila dua syarat diatas didapati pada seorang individu, artinya individu 
tersebut bisa dikenakan pertanggungjawaban. Bisa dikatakan prinsip 
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mendasar pada dua syarat diatas yakni kapabilitas untuk membedakan 
melalui mempergunakan akalnya.  
Berkaitan pada pertanggungjawaban, tanggung jawab sendiri bisa 
didefinisikan selaku mengambil tindakan yang tepat tanpa memerlukan 
peringatan. Sementara bertanggung jawab yakni sebuah sikap kepekaan 
serta tidak bergantung pada orang lainnya. Secara jelas definisi dari 
tanggung jawab yakni kesadaran dari diri individu bahwasanya tindakan 
yang ia laksanakan akan berimbas pada dirinya sendiri serta pada orang lain 
juga. Adapun yang termasuk dari ciri perkembangan sosial serta emosi pada 
anak yakni terdapatnya rasa tanggung jawab meskipun tidak besar
83
. Namun 
berbeda pada pandangan dari ilmu pendidikan, seseorang dikatakan 
mengalami perkembangan menuju dewasa bila telah dewasa secara 
rohaniyah serta jasmaniah. Secara lebih jelas, terdapat sejumlah aspek 
esensial selaku faktor dari kedewasaan, yakni
84
:  
1. Aspek kejiwaan selaku perilaku yang tidak mudah terlihat, 
misalnya cara merasa serta berpikir, minat, sikap, serta lainnya.  
2. Aspek kejasmanian selaku perilaku yang bisa terlihat, misalnya 
cara berbicara serta berbuat.  
3. Aspek kerohanian dimana mencakup aspek kejiwaan serta lebih 
abstrak yang misalnya pandangan hidup, filsafat, sistem nilai-
nilai, serta kepercayaan. 
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Bila seorang individu yang dapat mengemban tanggung jawab, 
mampu menentukan buruk baiknya suatu hal, serta bisa mengontrol dan 
mengatur diri sejalan pada pandangan hidupnya yang adalah Islam, artinya 







A. Kesimpulan  
Melalui data yang telah terkumpul selepas proses analisis, bisa diperoleh 
sejumlah kesimpulan meliputi: 
1. Batas usia anak berdasar pada hukum Islam serta Undang-undang 
peradilan anak.  
Menurut hukum Islam, perbuatan anak dapat dianggap melawan 
hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi 
pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh 
anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan 
hukuman pokok melainkan hukuman ta’zir. Menurut undang-undang 
peradilan anak yaitu dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Anak, sanksi hukuman pidana bagi anak dibedakan menjadi 
3 (tiga):  
a. “Di bawah usia 8 tahun, tidak diajukan kesidang pengadilan dan 
tidak dikenai hukuman pidana hanya dikenakan pengawasan.”  
b. “Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan 
tidak dikenai hukuman pidana namun dikenakan tindakan.”  
c. “Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan kesidang pengadilan dan 




dari hukuman orang dewasa baik pidana kurungan maupun 
hukuman penjara.” 
 
2. Ancaman Pidana Dan Tanggungjawab Bagi Anak Yang Melakukan 
Tindak Pidana Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Peradilan 
Anak 
Ancaman pidana serta pertanggungjawaban pidana menurut hukum 
Islam dan Undang-undang peradilan anak adalah:  
Batasan usai anak pada hukum Islam yakni 15 tahun ke bawah 
ataupun 18 tahun disertai alternatif:  
a) Dibawah 7 tahun, terbebas oleh hukuman pengajaran maupun 
pidana namun dikenakan pertanggungjawaban perdata.  
b) Umur 7 sampai 15 ataupun 18 tahun, terbebas oleh hukuman 
pidana namun dikenakan pertanggungjawaban perdata serta 
hukuman pengajaran.  
Batasan dari usia anak pada Undang-undang peradilan anak yakni 18 
ke bawah melalui alternatif:  
1) “Di bawah 8 tahun, dilakukan penyidikan kemudian 
dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada 
Departemen Sosial.”  
2) “Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan kesidang pengadilan, 
kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan 




organisasi social kemasyarakatan dengan dapat disertai teguran 
dan syarat tambahan.” 
3) “Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan kesidang pengadilan dan 
dikenai hukuman pidana dengan ketentuan maksimum pidana 
pokok dikurangi setengah atau sepertiga.” 
 
B. Saran 
Berpatokan pada hasil penelitian penulis dapat menyampaikan sejumlah 
saran yang meliputi: 
1. Perlunya penyadaran serta sosialisasi terkait hukum baik tentang 
hukum pidana Islam maupun Undang-undang peradilan anak yang 
berkaitan dengan batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya 
kepada masyarakat agar dapat memberikan perlindungan kepada anak 
nakal secara benar.  
2. Sepantasnya ditumbuhkan pemikiran terkait pertanggungjawaban 
struktural/fungsional. Artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi 
untuk mempertanggungjawabkan dan membina anak sebagai pelaku 
kejahatan, akan tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan 
dan mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural atau fungsional 
mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan 
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